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PEHERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
DINAS PENTiil)IKAN DAN ITNBI}IIAYAAN

JL It Agus Satim - painan Telp (0756) 2L602

SUNf,T PENItrilIHT PEMBERItrN BtrNTUtrIY
DIrNtr f,I.OiltrSl KHUSUS rISilI

[tEtATt]t:

PEMBANGI'NAN/REHABILITASI GEDT'NG DAN PENGADAAN
SARANA PRASARANA SEKOUIH MENENGAH PERTAI}IA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

Mffi[{rAH IIAERAH IABUPAIEII E$SIR SEUTAII

dengan

xEpAtA St(otAH sltHt zpAilHtltE sltAL

Nomor

Tanggal

: O9IIV/SARPRASIDAK.PSMP/SWK/DPK-PS ! 2o2o
: O2APRIL2O2O

tanggal Duabulan Aprilhhttn Dua nbu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di
Pada hari ini Kamis

bayvah ini :

1. Nama

L Jabatan

3. Alamat

t. Nama

L Jabatan

3. Alamat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

Bertirdak untuk dan atas nama Penrerintah R.epublik Indonesia e. pemerintah Kabupaten pesisir selatan
sehrn tnya disebut ?IHAKpERTAilA

: RfDWANrM.pd

: Kepala UpT SMpt{ 2 pancung Soal
: Jl. Muara Sakai Inderapura

Bertiirxlak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan surat Keputusan Bupau pesisir selatan No.
aL40LUBKPSDM-20I9 Tanggal 30 Janmri 2019 yang setanjutnya dtsebut prHAKKEDttA.
PDuf, PERTAIIA dan PrHltK XEDUA secarc bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari
-penuhnp hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nornor 20 Tahurn 2003 antan tain mengamanatkan :
D Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan kmerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggamnya pendidikan yang bermutu bagi seuap warga
negan tanpa diskiminasi;



: @IIVfr ARPRASD AKP SMP/*NW P K-P S2U2O
: AAfn12020

) Pasat 45 ayat (r) : Slstun Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal nrenydiakan samna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan perUmbuhan dan perkembangan potensi fisik, keerdasan intele6ual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didilq

D Pasal46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggunqjawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan maqBrakat;

D Pasal 216 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakarr
anggaran pendidikan sebagaimana diatur datam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa kegiatan peningkatan prasamna pendidikan merupakan salah safu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerinhh provinsi, Kabupaten/Kota
metakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3' Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidilon memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
menun;'ang pros6 pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

4. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkahn prasarana pendidikan dilakukan oteh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola
yanE ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integrat manajemen
berbasis sekolah;

5' Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAlq
Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6' Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.0r.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan sarana Prasarana sekotah Menengah pertama (DAK Regule r 2o?0);

Dengan ini menyatakan telah sefuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian
Banhnn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuarr
dan ryarat-syarat seperti datarn pasal-pasaldi bawah ini :

Nunor SPPB
Tmggal

9d Perjaajim Pemberian Bottuan



Nonar SPPB
Tanggal

: 09/IV/S ARPMS/D AKP SMV/flNK1DPK-PSPU\|
: 42r'.pn72020

Pasal I
Irlaksud dan Tujuan

;. i,mfan ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

{m* rnerdanai kegiatan pembangunanlrehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

krna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prElsamna pendidikan seuai dengan standar nasional

ptdi*an. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum daiam RAB &
Gambar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

@anjiiln Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 cligunakan untuk

menyelesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN 2 pancung Soal
yrarp meliputi :

1. Rehabilitasi Ruang laboratorium IpA,

Pasal 3

Jangka Waktu pelaksanaan

langlG waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus clua puiuh) hari

kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran ZOZO dt

rekening PIHAK KEDUA.

PIIIAK XEDIJA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pating

hmbat 14 (ernpat belas) hari kalender terhitung mutai saat diterimanya dana DAK i:isik Bidang

Fendklikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK tcDUA.
Pehksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 paling lambat pada tanggai 30 Desember

2020.

Pasal 4

Prinsip-prinsi p pekerjaan

Frinsipprinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggar:an 2020 meliputi :

1. Haksanaan dikerjakan dengan mekanisme s:wakelola,

z renerapan asas efekifitas, efsiensi, transparansi dan akuntabilitas,

3" Fengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
,+" Optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

1

*D;*.- D--L^a- D--L---_-- t .rJdgt4t , {rr.&t tut, oguwt



NonorSPPB
Tanggal

: o9lVtS ARPMS/D AKPSM?/S\NK/DPK-P SAU2O
: t2,4rril2fi20

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban palra pihak

r PtrtAf, PERTAMA :

a) llenlalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

mehlui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu petaksanaan

$agaimana dimaksud dalam pasal3.

b) Berbnggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di Ungkat
Kabupaten.

c) Hemberikan bimbingan teknis dan/atau sosiatisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
Fendidikan.

d) t'telaksanalon monitoring dan evatuasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

PIH/TK KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap petaksanaan program DAK secam fisik dan keuangan di tingkat
satuan pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).
c) Melaporlcn keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK

PERTAMA.

d) Mencakt dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 6
pelaksanaan pekefiaan

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 memperhatikan hal-hat sebagai berikut :
a' PIHAK KEDUA dalam melalaanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

b' pIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
dan Petunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c PtrHAK KEDUA membuat laporan seera berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
kepada PIHAK PERTAMA,

d' PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK pERTAtrlA dokumentasi pekerjaan,
laporan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e' PrHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas sefta
pelaporan keuangan dari hasil pekerjaan,

f' PIHAK NEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan fakur pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

fua PerjanJ'ian Pemberian Baafrmn



NanorSPPB : 09/tVtSARpRAS/DAKpSMp/g/w/DpK-ps2g2o
Taaggal : U2Apil2020

$ lDllf rDt A berkenYajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA yang

emftn dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L. lInX reDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

il1ryr n 2020,

L FISI XEIXTA berhnggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

ffirTahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan permeriksaan

e- ffim ppawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PfHAK PERrAMA dibantu oleh tenaga
Fafuryarp merupakan unsur individu yang ahlidibldangnya,

h. tllltf, PERIAMA mempunyai hak untuk menotak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

lffinn pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

1.. DAX Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
xEIruA sebesar Rp. 125.000.000,- (Se,'atus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a) Rehabiiitasi ruang laboratorium IpA = Rp. 125.000.000,-

z kta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untutr kegiatan sebagaimana dimaksud datam
ht2.

Pasal 9

Penyalunan Dana

Pengauran penyaluran dana sebagaimana dimakud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

1. Tahap | : 25oh (Dua puluh Iima perseratus) dari tceseluruhan dana s,wakelola setelah perjanjian ini
dihndatangani kedua belah pihak bsefta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAITIA,

z Tahap II : 459o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah
rnencapai bobot 20016 (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
pekerjaan,

3- Tdnp III : 3006 (l-ga puluh perserahrs) dari keseluruhan dana s,wakelola apabita pekerjaan telah
rnermpai bobot 6506 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

Enajuan pekerjaan.

5ttzt Perjat{ian Pembeilan Bantuan



NonmSPPB
Tanggd

: N/IVTSARPMS/D AKPSMPz5IIT:/Z,/DPK-P S2a2o: AApril2A20

Gm pnbarcnn dlsalurkan/tansfer ke rekening PIHAK IGDUA dengan rirrcian sbb :

kra Rekening :

krrr Rekening : 1903.0210.01642-5

kna Bank : Bank Nagari cabang pembantu rnderapura

Pasal lO
Fore Majeure

fue Majeure adalah sudtu keadaan yang terjadi dituar kemampuan manusia dan tidak dapat
Cjndarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
&n, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

A[Ebila terjadi force majeure maka PrHAK KEDUA segera memberihhukan kepada prHAK
PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waku 14 (empat belas) hari sejak
Sadlny'a force majeure dengan ditengkapi bukitertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dlmaksud datam ayat (2)
maka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kaiian untuk mengambit keputr:san, menyetujui
atau menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

Apabila permohonan tertutis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
dilakukan perubahan perjanjian sedangkan pefi anjian awal dinyatakan batal.

Fasal 1l
Sisa Dana

Apabila PrHAK KEDUA dalam metaksanakan pekerJaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
digunakan untuk menambah volume atau sasaEn dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,
Jika sisa dana udak d{Tunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka slsa dana tersebut harus
disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal t2
pertanggungjawaban

PrHAK IGDUA wajib membuat laporan secan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
pekerjaan kepada PIHAK PERTAUA.

PrHAK IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PTHIIK PERTAMA dokumentasi kegtatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

fud Perja4jian Penbrian Bantuon



Nomor SPPB
Tanggal

: NTVTSARPRAS/DAKPSMP/$NT'/DPK-PS2O2O
: 02Apri12020
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3. Lpran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

tgtTAlf,A selambat-lambatnya 14 (empat belas) hail kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pekerjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Buktt pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansi/ faKur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bul<ti setomn paja[

O erkti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

fpdrila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Enhnn yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

setrila sepihak dapat mem utuskan/menghentikan pekerjaan tercebut.

knutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

mengembalikan seluruh dana dan disetorlon ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

kfrnhnn perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Xffiin Sunt Perjanjian ini dibuat dan dihanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

Eqgd Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

ffirej orkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA"
UPT SllPt{ 2 Pancung Soal

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

b fujojiot Pemfurion Bantuan


